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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

 

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang 

pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan 

sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang  pernah 

ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini 

dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi 

akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak 

universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang 

berlaku. 

 

 

       Surabaya, 26 Februari 2019 

       Yang Membuat Pernyataan 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Notary public in conducting their tasks is based on The Law on Position 

Notary (UUJN) and Code of Ethics. UUJN regulates tasks and duties of notary 

public meanwhile code of ethics regulates daily behavior of the notary public in 

conducting their duties. Each regulation possess institution which aims to monitor 

and maintain. Guidance and supervision of notary public concerning UUJN is 

conducted by Notary Supervisory Council. Meanwhile, guidance and supervision 

of notary public concerning code of ethics is conducted by The Assembly Notary 

Honour. Breaching of ethics code is non organisational act within internal scope 

of organisation in which it cannot be justified as the part of UUJN in subjecting 

notary public layoffs when they breach code of ethics.   

The present study aims to examine ratio legis of layoffs for notary public in 

related to violation of ethics code. Furthermore, the present study also aims to 

examine the form of code ethics violation which can be justified to subject layoffs 

sanction.  

The method used in the present study is a normative legal research, namely 

legal research which is conducted by examining the library materials or 

secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, 

namely the law and conceptual approaches.  

The present study shows that justification of layoffs sanction for notary 

public because of ethics code violation shall be enacted since notary public is 

officium nobile. Therefore notary public shall performs their duty based on Code 

of Ethics that are enacted by the regulation. Notary public shall be subjected to 

layoffs sanction when they send the minuta deed to the client and force them to 

sign on it.  

 

Keywords: Sanction, Layoffs, Code of Ethics Violation  
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RINGKASAN 

PELANGGARAN KODE ETIK BERDASARKAN PASAL 9 UUJN 

SEBAGAI DASAR PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS 

 

Jabatan Notaris lahir dan menjelma menjadi salah satu bagian yang 

penting dari negara Indonesia merupakan negara hukum. Jabatan Notaris 

merupakan jabatan kepercayaan, maka dari itu keluhuran serta martabat Jabatan 

Notaris yang harus dijaga baik dalam pelaksanaan tugas jabatannya maupun 

perilaku dari Notaris pada saat menjalani kehidupan normal sehari-harinya 

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang terhormat karena merupakan 

kepanjangan tangan dari Negara dalam melayani masyarakat di bidang hukum 

privat. Negara berfungsi untuk memberikan pelayanan yang bersifat umum 

kepada rakyatnya yaitu dengan memberi kesempatan kepada seluruh rakyatnya 

untuk dapat memperoleh suatu alat bukti tertulis khususnya hukum dalam ruang 

lingkup hukum perdata melalui akta otentik.  

Dalam pelaksanaan tugas jabatan sehari-hari, Notaris harus selalu 

berpedoman kepada UUJN dan Kode Etik Notaris. UUJN serta Kode Etik Notaris 

menjadi pedoman yang saling melengkapi bagi Notaris. UUJN mengatur 

pelaksanaan tugas jabatan bagi Notaris sedangkan Kode Etik mengatur bagaimana 

Notaris berperilaku dalam menjalankan tugas jabatannya Baik UUJN maupun 

Kode Etik masing-masing telah memiliki lembaga yang menjalankan pembinaan 

dan pengawasan. Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

jabatan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, sedangkan untuk 

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kode Etik dilaksanakan oleh Dewan 

Kehormatan 

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan yang 

terdapat dalam Kode Etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi. 

Terhadap anggotanya yang bersalah, maka Dewan kehormatan memiliki 

kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Ketentuan mengenai sanksi bagi 

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris tersebut dalam 

pelaksanaannya menjadi rancu karena dalam UUJN mengatur pula sanksi bagi 

Notaris yang melanggar Kode Etik. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan mengenai 

sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) 

UUJN Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran yang bersifat organisatoris 

atau dalam lingkup peraturan internal organisasi profesi sehingga apakah tepat 

jika UUJN mengatur tentang sanksi pemberhentian dari Jabatan apabila Notaris 

melanggar Kode Etik. Pelanggaran terhadap kode etik belum tentu pelanggaran 

terhadap Undang-Undang    

Dari uraian tersebut diatas muncul permasalahan yang saya akan 

kemukakan dalam penelitian ini antara lain : 

1) Apa ratio legis pengaturan tentang pemberhentian sementara karena adanya 

pelanggaran kode etik? 

2) Apa bentuk pelanggaran Kode Etik yang dapat dijadikan dasar untuk 

pemberhentian sementara Notaris?  
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Dari permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka 

penulis menguraikan bahwa Sanksi pemberhentian sementara karena pelanggaran 

kode etik diterapkan di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN adalah karena Kode 

Etik Notaris bukan merupakan hukum positif sehingga diperlukan adanya suatu 

Peraturan Perundang-Undangan yang mengakomodir keberadaan Kode Etik 

Notaris sehingga dapat mengikat secara umum dan tidak sebatas internal 

organisasi saja.  Adanya ketentuan mengenai pemberhentian sementara jabatan 

Notaris karena adanya pelanggaran kode etik adalah bahwa Notaris adalah 

merupakan Jabatan terhormat (officium nobile) sehingga siapa saja yang 

menjalankan jabatan sebagai Notaris wajib memiliki perilaku yang baik 

sebagaimana telah ditentukan dalam Kode Etik Notaris.  

Pelanggaran kode etik yang dapat mengakibatkan Notaris dijatuhi sanksi 

pemberhentian sementara berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN 

adalah  : 

a. Notaris mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Minuta akta 

merupakan dokumen negara yang wajib dipegang oleh Notaris sendiri dan 

selain itu di dalam minuta akta Notaris terdapat kerahasiaan akta yang menjadi 

kewajiban Notaris untuk menjaganya.  

b. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara melakukan penahanan 

dokumen agar klien tetap membuat akta pada Notaris tersebut.  

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib memahami, 

menghayati dan menerapkan sikap serta etika yang telah ditentukan dalam UUJN 

dan Kode Etik Notaris agar terhindar dari sanksi pemberhentian sementara. 

Penerapan sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang melanggar kode 

etik harus dilaksanakan dengan tegas agar harkat dan martabat jabatan Notaris 

selalu terjaga.   
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ABSTRAK 

 

Notaris dalam menjalankan jabatannya berpedoman kepada UUJN dan 

Kode Etik. UUJN mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris sedangkan Kode 

Etik lebih mengatur perilaku sehari-hari Notaris. Masing-masing telah memiliki 

lembaga yang menjalankan pembinaan dan pengawasan. Untuk pembinaan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dilakukan oleh Majelis 

Pengawas Notaris, sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

Kode Etik dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan. Pelanggaran kode etik 

merupakan pelanggaran yang bersifat organisatoris atau dalam lingkup 

peraturan internal organisasi profesi sehingga apakah menjadi tidak tepat jika 

UUJN mengatur tentang sanksi pemberhentian dari Jabatan apabila Notaris 

melanggar Kode Etik.  

Penelitian ini mengkaji lebih lanjut tentang ratio legis pengaturan tentang 

pemberhentian sementara karena adanya pelanggaran kode etik dan bentuk 

pelanggaran Kode Etik yang dapat dijadikan dasar untuk pemberhentian 

sementara Notaris.  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan 

hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diaturnya ketentuan mengenai 

pemberhentian sementara jabatan Notaris karena adanya pelanggaran kode etik 

adalah bahwa Notaris adalah merupakan Jabatan terhormat (officium nobile) 

sehingga siapa saja yang menjalankan jabatan sebagai Notaris wajib memiliki 

perilaku yang baik sebagaimana telah ditentukan dalam Kode Etik Notaris. 

Pelanggaran kode etik yang dapat mengakibatkan Notaris dijatuhi sanksi 

pemberhentian sementara adalah pada saat Notaris mengirimkan minuta kepada 

klien untuk ditandatangani serta melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara 

melakukan penahanan dokumen agar klien tetap membuat akta pada Notaris 

tersebut. 

 

Kata Kunci : Sanksi, Pemberhentian Sementara Notaris, Pelanggaran Kode Etik  
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